BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : |10 /KPTS/ i1l / 2016

TENTANG

PENETAPAN MASA MANFAAT DALAM RANGKA AMORTISASI BARANG MILIK
DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD DILINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang :

Mengingat

a.

KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

bahwa berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahaan Berbasis Akrual, aset yang digunakan
oleh pemerintah, termasuk aset tak berwujud
mempunyai manfaaf ekonomi atau potensi jasa
terbatas yang perlu dilakukan amortisasi untuk
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa dari suatu aset
tak berwujud;

bahwa agar penetuan masa manfaat dalam rangka
amortisasi barang milik daerah berupa aset tak
berwujud dapat dilakanakan secara efisien, efektif dan
optimal, perlu adanya penetapan sebagai suatu
pedoman bagi entitas akuntansi dan pelaporan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam
menetukan masa manfaat aset tak berwujud tersebut ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang
Penetapan Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi
Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerabh;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan

Pemindahtanganan Barang Milik Negara,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Amortisasi
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Tak Berwujud
Pada Entitas Pemerintah Pusat;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
620/PMK.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam
Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset
Tetap Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor
03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor
9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2016;

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2016;



MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU :  Menetapkan masa manfaat barang milik daerah berupa
aset tak berwujud sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
KEDUA : Masa  Manfaat sebagaimana  dimaksud  dalam

DIKTUM KESATU berlaku untuk amortisasi barang milik
daerah berupa aset tak berwujud perolehan baru dan
untuk tahun pertama ditetapkan amortisasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 mMarRET 2016

BUPATI BENGKALIS

/
AMRIL MUKMININ

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

3. Yang bersangkutan.




